DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan
JAKARTA 10270
Telepone. No. 5711144 (Hunting)

Nomor
Lampiran
Perihal

Yth,

 44128/A2.1V/KP/2000 Jakarta, 28 Juli 2000
: Penerimaan PNS menjadi

Tenaga Kependidikan dilingkungan

Departemen Pendidikan Nasional

Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Jakarta

Menunjuk surat Saudara Nomor : K 26-30/V5.36/99 tanggal 20 April 1999, bersama ini
kami sampaikan kriteria / persyaratan, kelengkapan administrasi dan prosedur untuk

menjadi :

I. Guru

1. Kriteria / persyaratan :

d.

b.

U
Berijazah serendah - rendahnya

(1) SPGTK / SPGSD / D2 PGSD untuk guru TK/SD;
(2) SGPLB / D2 PLB untuk guru TKLB/SDLB/SLB;
(3) Sarjana (S1) / akta I'V untuk guru SLTP/SLTPLB;
(4) Sarjana (S1)/ akta IV untuk guru SMU;

(5) Sarjana (S1)/ akta I'V untuk guru SMK.

Usia setinggi - tingginya 51 tahun,

2. Kelengkapan Administrasi

1.

b.

= e o

Surat Permohonan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan diatas
kertas bermaterai Rp. 6.000,-;

Foto copy sahh Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Pegawai
Negeri Sipil; :

Foto copy sah Surat Keputusan dalam pangkat/golongan dan dalam jabatan
fungsional terakhir (kalau ada);

Foto copy sah DP3 tahun terakhir;

I'oto copy sah Ijazah yang sesuai dan akta mengajar;

Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG);

" Asli surat pernyataan persetujuan melepas dari Menteri / Pimpinan Instansi

asal (serendah - rendahnya pejabat eselon 1) sesuai lampiran 4 Surat Edaran
Kepala BKN Nomor : 12/SI/1975 tgl. 14 Oktober 1975.

3. Prosedur

d.

b.

PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan langsung kepada Sekolah
yang diinginkan (Negeri dan Swasta),

Sekolah penerima menerbitkan surat keterangan masih memerlukan PNS yang
bersangkutan, rencana penempatan, memberi data jumlah guru, jumlah siswa,
program -studi dan jumlah kelas yang ada pada sekolah terscbut serta
meneruskannya ke Ka.Kandep/Kanin Diknas setempat;



C.

Kakandep/Kanin Diknas merekomendasikan dan mengusulkan kepada
Ka.Kanwil sctempat.

Ka.Kanwil merekomendasikan dan mengusulkan kepada Mendiknas,
tembusannya disampaikan ke Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah (Dirjen Dikdasmen) dengan melampirkan surat pernyataan
persetujuan menerima, rencana penempatan, data jumlah guru, jumlah siswa
dan program studi;

Mendiknas melalui Biro Kepegawaian meneruskan usul tersebut kepada
Kepala BKN dengan menggunakan formulir model D IV setelah mendapat
rekomendasi dari Dirjen Dikdasmen;

Kepala Biro Kepegawaian Dep. Diknas menerbitkan Surat Keputusan
pindah/melimpah sctelah mendapat persetujuan Kepala BKN.

; 1. Kriteria / persyaratan

a.

Minimal berpendidikan S2 dalam bidang yang sesuai (untuk mengajar pada
Program S1) dan berpendidikan S1 atau D [V dalam bidang yang sesuai
(untuk mengajar pada Program Diploma);

Bidang Ilmu yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi yang
bersangkutan;

[PK minimal 3,0 (tiga koma nol) pada transkrip S2 untuk mengajar Programi
Si ; dan untuk mengajar Program Diploma IPK minimal 2.5 (dua koma lima}
pada transkrip S1 atau D IV

Rasio Dosen, Mahasiswa pada program studi yang membutubkan minimal 1:
10 untuk bidang ilmu eksakta dan 1:15 untuk bidang ilmu sosial;

Mendapat persctujuan menerima dari Dekan TFakultas dan diusulkan olch
Rektor yang bersangkutan untuk Universitas dan Institut atau mendagat
persetujuan dari Ketua Jurusan dan diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi atau
Direktur Politeknik/Akademi yang bersangkutan untuk Sckolah Tingg! atal
Politeknik/Akademi.

Bagi yang pindah / melimpah ke Perguruan Tinggi Swasta divsulkan oleh
Koordinator Kopertis Wilayah i‘llil:&il'.g—]l'l:‘,-ﬁin?{: setelah mendapat persetijuan
menerima dari Perguruan Tinggi Swasta veng bersangkutan:

Usia maksimal :

45 tahun bagi yang belum bertugas sama sckali sebagai dosen luar biasa.
55 tahun bagi dosen yang telah bertugas scbagai dosen luar biasd minimal
10 tahun atau telah memiliki jenjang jabatan dosen Lekior sebagd dosen
luar biasa.

Lehih  diprioritaskan pada Perguruan Tinggi yang masih  mémcitukan
pembinaan;

Meéiidapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

| ]
b
ol

2. Kelengkapan Administrasi

o

.

Surat permohonan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan dias
kertas bermaterai Rp. 6.000,-; ’



m.

Surat persetujuan menerima dari perguruan tinggi yang dituju (surat
persetujuan Dekan dan Rektor bagi Universitas dan Institut atau Ketua
Jurusan dan Ketua Sekolah Tinggi atau Direktur Politeknik/Akademi bagi
Sekolah Tinggi atau Politeknik/Akademi);

Asli surat pernyataan persetujuan melepas dari Menteri / Pimpinan Instansi
asal (serendah-rendahnya pejabat eselon II) sesuai lampiran 4 Surat Edaran
Kepala BKN Nomor : 12/SE/1975 tgl. 14 Oktober 1975;

 Surat keterangan mengenai ratio dosen, mahasiswa dari Dekan bagi

Universitas dan Institut atau Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi, Akademi dan
Politeknik yang akan menerima;

Surat keterangan mengenai mata kuliah yang akan di'ampu oleh dosen yang
bersangkutan dari Dekan bagi Universitas/Institut atau Ketua Jurusan bagi
Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik;

Foto copy sah SK pangkat/golongan terakhir;

Foto copy sah SK Jabatan fungsional dosen terakhir apabila yaig
bersangkutan sebagai dosen luar biasa;

Ioto copy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai yang tclah disahkan. Bagi
yang berijazah luar negeri telah ditetapkan penilaiannya dengan SK dari
Depdiknas;

Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG);

I'oto copy sah DP3 tahun terakhir;

Surat usul dari Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri bagi yanhg
pindah/melimpah ke Perguruan Tinggi Negeri dan dari Koordinator Kopeftis
Wilayah masing-masing bagi yang pindah/melimpah ke Perguruan Tibggi
Swasta;

Surat keterangan mengenai keadaan jumlah dosen dipekerjakan (dpk) dan
dosen tetap yayasan serta dosen luar biasa dari pimpinan Perguruan Tinggi
Swasta;

Surat rekomendasi dari Dircktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau pejabat yang
ditunjuk. b

3. Prosedur
i,

e

b.

PNS yang bersangkutan mengajukan pérmohonan langsung Kkeépada
Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang diinginkan;
Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang bersangkutan mengsiudikan
surat persetujuan menerima dan rencana penempatan setclah meridapat
rekomendasi dari Dekan bagi Universitas/Institut dan Ketua Jurusan bagi
Sckolah Tinggi/Politeknik/Akademi;

Selanjutnya :

1) Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi negeri mengusulkan kepada
Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Direktui Jefidefzi
Pendidikan Tinggi lengkap dengan berkasnya;

2) Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi swasta mengusulkar :"cp:-‘du
Koordinator Kopertis Wilayah masing-masing. Selanjutnya I<cordmiator
Kopertis Wilayah mengusulkan, kepada Menteri Pendidikan Masion«}
dengan tembusan kepada Direktur J(.l]dtl'di Pendidikan Tinpgi lengkap
dengan berkasnya; '



4.

d.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau pejabat yang ditunjuk memberikan
rekomendasi kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro
Kepegawaian Depdiknas;

Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas mengusulkan kepada Kepala BKN
untuk mendapat persetujuan dengan menggunakan formulir model D IV
setelah mendapat rekomendasi dari Dirjen Dikti atau pejabat yang ditunjuk;
Kepala Biro Kepegawaian Dep. Diknas menerbitkan Surat Keputusan
pindah/melimpah sctelah mendapat persetujuan Kepala BKN.

Lain-lain
e

.

b.

Bagi PNS yang telah mendapat SK pindab/melimpah sebagai dosen dan telah
diberi tugas mengajar schagai dosen, baru akan diusulkan penctapan jabatan
fungsional dosennya setelah | (satu) tahun terhitung sejak melaksanakan tugas
secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penilaian angka
kreditnya dihitung sejak yang bersangkutan menjadi dosen luar biasa bagi
vang pernah menjadi dosen luar biasa;

Bagi PNS yang telah memiliki jenjang jabatan fungsional dosen sebagai
dosen luar biasa, maka jabatan dosennya langsung diakui dan dituangkan ke
dalam SK pindal/melimpah yang bersangkutan sebagai dosen;

Khusus untuk dosen PNS dpk, sewaktu-waktu {Uupat ditarik apabila diperlukan
pemerintah untuk menduduki jabatan pada instansi induk atau lembaga
pemerintah lainnya:

Apabila terjadi pengembalian dosen PNS dpk oleh perguruan tinggi swastd
vang bersangkutan, maka Kopertis scgera mengambil langkah penyclesaian
administratif’/ menawarkan ke Unit kerja lain.

[T Teunga Pustakawan Sckoiah

I.

Kiiteria/persyaratan

A,

o

gl

Berijazah serendah-rendahnya SLTA bagi yang telah memiliki Jabatan
Fungsional Pustakawan atau berijazah serendah-rendahnya D 1T Pustakawan
bagi yang belum memiliki jabatan fungsional Pustakawan;

Diutamakan yang memiliki keterampilan komputer;

Usia setinggi-tingginya 51 tahun.

Kelengkapan Administrasi

a.

b :

I g

=

Surat permohonan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan <iitas
izertas bermaterai Rp. 6.000,-

Foto copy sah SK pengangkatan pertama sebagai PNS;

Foto copy sah SK dalam pangkat/golongan dan dalam jabatan fungsietial
terakhir (kalau ada);

"oto copy sah DP3 tahun terakhir;

Foto copy sah Diklat atau Kursus yang relevan;

Foto copy sah [jazah terakhir; _

ioto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG);

Asli surat pernyataan persetujuan melepas dari Menteri/Pimpinan Instansi asz!
{ serendah-rendahnya pejabat eselon II) sesuai lampiran 4 Surat Edaran
Kopala BKN Nomor : 12/SE/1975 tel. 14 Oktober 1975.



3. Prosedur

a.

b.

PNS vyang bersangkutan mengajukan permohonan pada Seckolah yang
diinginkan (Negeri atau Swasta);

Sekolah penerima menerbitkan surat keterangan masih memerlukan tenaga
pustakawan, rencana penempatan dan meneruskan kepada Ka. Kandep/Kanin
Diknas setempat;

Ka. kandep/Kanin Diknas merekomendasikan dan mengusulkan kepada Ka.
Kanwil setempat.

Ka. Kanwil merekomendasikan dan mengusulkan kepada Mendiknas,
tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Mendiknas melalui Biro Kepegawaian mengusulkan kepada BKN setelah
mendapat rckomendasi dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan
menggunakan formulir D IV,

Kepala Biro Kepegawaian Dep. Diknas menerbitkan Surat Keputusan
pindah/melimpah sctelah mendapat persetujuan Kepala BKN.

IV.Tenaga Laboran Sckolah

L.

LPY]

Kriteria/persyaratan

a.

b.
c.

Berijazah serendah-rendahnya SLTA bagi yang telah memiliki Jabatan
Fungsional Laboran atau D2 Politeknik;

Diutamakan yang memiliki keterampilan komputer;

Usia setinggi-tingginya 51 tahun.

Kelengkapan Administrasi

a. Surat permohonan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan diatas
kertas bermaterai Rp. 6.000,-

b. TFoto copy sah SK Pengangkatan pertama sebagai PNS;

c. Toto copy sah SK dalam pangkat/golongan dan dalam jabatan fungsiond
terakhir (kalau ada);

d. Foto copy sah DP3 tahun terakhir;

¢. Foto copy sah SK dalam jabatan terakhir (kalau ada);

{. TFoto copy sah Diklat atau Kursus yang relevan;

g. Foto copy sah [jazah yang terakhir;

h. Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG):

i, Asli surat pernyataan persctujuan melepas dari Menteri/Pimpinan Instansi asal
(serendah-rendahnya pejabat eselon 1) sesuai lampiran 4 Surat Iidaran Kepala
BKN Noemor : 12/SE/1975 tgl. 14 Qktober 1975,

Prosedur

a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pada Sekolah yang
diinginkdn

b. Sckolah penerima menerbitkan surat keterangan masih memerlukan tehaga

laboran, rencana penempatan dan mcnuusk’m kepada Ka.Kandep/Kanin
Diknas sctempat; !



¢. Ka. kandep/Kanin Diknas merekomendasikan dan mengusulkan kepada Ka.
Kanwil setempat.

KaKanwil merekomendasikan dan mengusulkan kepada Mendiknas,

tembusan disampaikan kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mendiknas melalui Biro Kepegawaian mengusulkan kepada Kepala BKN

dengan menggunakan formulir D IV setelah mendapat rekomendasi dari

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. '

c. Kepala Biro Kepegawaian Dep. Diknas menerbitkan Surat Keputusan setelah
mendapat persetujuan kepala BKN.

V. Prosedur pengalihan / penyaluran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan
Departemen Pendidikan Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan vang
berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kil
Sekretaris Jenderal

A

a

- 4 Prof. Dr Ir. H. Hidayat Syarief. MS &t
Y% 27 NIP. 130 516 871

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Semua Menteri Koordinator;

3. Setnua Menteri yang memimpin Departemen;

4. Semua Menteri Negara;

5. Jaksa Agung;

6. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

7. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara,
8. Semua Gubernur Kepala Daerah;

9. Semua Bupati Kepala Daerah;

10: Sentua Pimpinan Unit Utama/ Dep. Diknas;

11. Senmiua Rektor/Ketua/Direktur PTN;

12, Sernua Ka. Kanwil Dep. Diknas;

13. Sethua Kopertis Wilayah Dep. Diknas

C:nota dinas/page. 1-6/s0leh/2000



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

J1. Jenderal Sudirman — Senayan

JAKARTA 10270
Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 2309/A4.3/KP/2009 20 Januari 2009
Lampiran: -

Hal : Surat Edaran

Yth. 1. Kepala Biro Umum
2. Sckretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Rektor Universitas/Institut Negeri
6. Ketua Sekolah Tinggi Negeri
7. Koordinator Kopertis
8. Direktur Politeknilk
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional .

Dalam rangka menyikapi banyaknya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen

Pendidilkan Nasional yang mengajukan permohonan pindah Pegawai Negeri Sipil atas

permintaan sendiri antar instansi atau antar unit kerja, dengan ini disampaikan hal-hal

sebagai berikut.

1.  Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
Nomor 32376/A4.6/KXP/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pedoman Tecknis Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Antar Instansi atau Antar Unit Ieerja di
Linglkungan Departemen Pendidikan Nasional antara lain :

a.  memperoleh persetujuan (izin melepas) secara tertulis dari pimpinan instansi atau
pejabat yang berwenang di lingkungan instansi asal atau dari Menteri yang
ditandatangani oleh Sckretaris Jenderal atau Xepala Biro Kepegawaian untuk dan
atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya atau dari pimpinan unit kerja
asal atau pejabat yang berwenang di lingkungan unit kerja asal;

b.  memperoleh persetujuan (izin menerima) secara tertulis dari Menteri atau pejahat
yang berwenang di lingkungan Departemen atau dari pimpinan instansi yang
dituju atau dari pimpinan unit kerja yang dituju atau pejabat yang berwenang di
lingkungan unit kerja yang dituju; '

¢.  memiliki masa kerja sccara terus menerus (tidak terputus-putus) di instansi asal
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

2. Walaupun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
sebagaimana pada butir “1” di atas, pindah bukan merupakan hak Pegawai Negeri Sipil
dan tidak secara otomatis pimpinan unit kerja dapat menyetujui permohonan pindah
terschut. Oleh karena itu, sebelum niembcri persctujuan pindah, pimpinan unit kerja

harus mempertimbangkan :

a.  hasil analisis tenaga yang setinp tahun disusun dalam rencana kebutuhan
ketenagaan schagai dasar permintaan tambahan formasi CPNS untul mengisi

jabatan yang lowong pada masing-masing unit kerja;



b. tambahan formasi CPNS yang setiap tahun diajukan oleh Menteri Pendidikan
Nasional kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sangat selektif,
dalam jabatan tertentu, dan formasi yang mendesak berdasarkan usul rencana
kebutuhan ketenagaan masing-masing unit kerja;

c. tambahan formasi CPNS Departemen Pendidikan Nasional yang setiap tahun
diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara relatif sedikit
karena keterbatasan anggaran negara.

Berkaitan dengan kedua hal di atas serta dalam wusaha penertiban administrasi
kepegawaian dan pembinaan pegawai, kami mohon perhatian apabila di lingkungan
unit kerja Saudara terdapat Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan
pindah atas permintaan sendiri antar instansi atau antar unit kerja agar :

a.  melakukan analisis kebutuhan fenaga pada masing-masing unit kerj't dan hasilnya
disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional;

b. mempertimbangkan rencana kebutuhan ketenagaan masing-masing unit kerja
yang setiap tahun disusun sebagai dasar permintaan tambahan formasi CPNS
‘kepada Menteri Pendidilian ‘\"1510n1]

c. mempertimbangkan keterbatasan tambahan formasi CPNS yang sctiap tahun
diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

d. mempertimbangkan kinerja dan potensi Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung
pengembangan organisasi dan pencapaian tujuan masing-masing unit kerja.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatian Saudara kami
mengucapkan terima kasih.

Tembusan :

O s

Menteri Pendidikan Nasional

Sekretaris Jenderal Depdiknas

Inspektur Jenderal Depdiknas

Direktur Jenderal Depdiknas

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas




DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta 10270
Telepon (021) - 5711144 (hunting)

Nomor : 4841 /A4.5/KP/2009 , 30 Januari 2009
Hal : Alih mgas/alih fungsi/melimpah

menjadi PNS dosen

Yang terhormat :

1.
2.

Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
Koordinator Kopertis

~ Di lingkungan Departémen Pendidikan Nasional

Sehubungan dengan banyaknya permintaan alih tugas/alih fungsi dari PNS bukan dosen
menjadi PNS dosen baik di lingkungan perguruan tinggi negeri maupun Koordinasi Pergum’tn
Tinggi Swasta, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1

Ly

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, maka dosen bukan hanya sckedar jabatan fungsional tetapi merupakan sebuah
profesi yang diakui oleh Negara sebagaimana halnya dengan profesi-profesi lainnya. Untuk
bisa diangkat/bertugas dalam profesi ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
Undang-Undang ini serta persyaratan lain yang diatur dalam bcrbagm ketentuan vang
berlaku, dengan demikian bersifat sangat selektif.

Setiap alih tugas/alih fungsi/melimpah sebagai PNS dosen, akan selalu membebani dan
berimplikasi kepada keuangan Negara. Mohon hal ini menjadi komitmen kita bersama
dalam menyikapi setiap permohonan alih tugas/fungsi/melimpah tersebut. Permohonan
tersebut akan ditindaklanjuti apabila berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan
tinggi, dan ditolak bila hanya untuk sekedar memperpanjang batas usia pensiun sebagai

PNS.

Sebelum memproses usul alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi dosen bagi PNS bukan
dosen, agar memperhatikan kembali Surat Seckretaris Jenderal Depdiknas Nomor
44128/A2.IV/KP/2000 tanggal 28 Juli 2000. Khusus menyangkut persyaratan tersebut di
bawah ini dari Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tersebut, kami pertegas kembali sebagai

berikut :

a.  Batas usia maksimal
- setinggi-tingginya adalah 45 tahun, bagi PNS bukan dosen yang belum bertugas

sama sckali sebagai dosen luar biasa dan/atau belum mcmlhkl jabatan akademik
dosen.

Setinggi-tingginya adalah 55 tahun, bagi PNS bukan dosen yang telah bertugas
sebagai dosen luar biasa sekurang-kurangnya 10 tahun dan telah memiliki
jabatan akademik sebagai Lektor (luar biasa) berdasarkan keputusan pejabat

yang berwenang.

Batas usia maksimal scbagaimana dimaksud di atas, adalah dalam pengertian bahwa
penetapan  alih tugas/alih fungsifmclimpdh oleh pejabat yang berwenang dilakukan
sebelum PNS bukan dosen mencapai batas usia maksimal yang ditentukan tersebut.
Dengan demikian proses pengusulan ‘oleh pimpinan unit kerja pengusul ke
Departemen disampaikan jauh hari (karcna ada proses di tingkat departemen) sebelum
PNS bukan dosen tersebut mencapai batas usia maksimal yang tclah ditentukan

tersebut.



b. Bidang ilmu yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi vang
bersangkutan. :

1). Dibuktikan dengan kajian kebutuhan akan bidang ilmu tersebut dari perguruan
tinggi yang bersangkutan, agar tidak merugikan pengembangan karier doscn
yang telah ada dan memiliki bidang ilmu yang sama.

2) Bidang ilmwkeahlian yang dimiliki tersebut harus linear antara sarjana (S1)
dengan magister (S2), dan doktor (S3)

3) Bidang ilmwkeahlian yang dimiliki tersebut berasal dari perguruan tinggi
terakreditasi sekurang-kurangnya B.

4)  Indeks prestasi kumulatif (IPK) untuk transkrip ijazah sarjana (S1) sckurang-
kurangnya adalah 2,70 (dua koma tujuh puluh), dan IPK untuk transkrip ijazah
magister (52) dan doktor (S3) sekurang-kurangnya adalah 3,20 (tiga koma dua

" puluh)

c. Khusus untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta)
penerima bagi PNS bukan dosen menjadi PNS dosen dengan status dipekerjakan :
1) Perguruan tinggi tersebut telah memiliki legalitas untuk menyelenggarakan
perkuliahan yang dibuktikan dengan fotokopi izin dari pejabat yang berwenang.
2)  Perguruan tinggi tersebut disamping membuat surat persctujuan menerima yang
dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi dimaksud, juga membuat
surat pernyataan kesanggupan mempekerjakan PNS dosen tersebut sampai
mencapai batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau alasan kedinasan yang mengakibatkan PNS dosen tersebut tidak lagi
dipekerjakan di perguruan tinggi tersebut, yang ditandatangani oleh Ketua

Yayasan Penyelenggara perguruan tinggi bersangkutan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.
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Tembusan :
1.  Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.

2. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta
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